BUPATI BANGKALAN
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI BANGKALAN
NOMOR { TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGKALAN NOMOR 38 TAHUN 2017
TENTANG KETENTUAN BATAS JUMLAH PENGAJUAN SPP UANG
PERSEDIAAN (SPP-UP) DAN SPP GANTI UANG
PERSEDIAAN (SPP-GU)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANGKALAN,

Menimbang : Bahwa dalam rangka meningkatkan tertib admisnitrasi keuangan
dan untuk lebih mengoptimalkan proses pelaksanaan dan
pertanggungjawaban APBD serta untuk mengoptimalkan
pengelolaan keuangan dan barang milik daerah yang semakin
berkembang dan komplek, maka perlu mengubah Peraturan Bupati
Bangkalan Nomor 38 tahun 2017 tentang Ketentuan Batas Jumlah
Pengajuan  Ketentuan Batas Jumlah Pengajuan  SPP Uang
Persediaan (SPP-UP) dan SPP Ganti Uang Persediaan (SPP-GU)
dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara
Republik Indonsia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
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Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4575 sebagaimana diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran
Negara Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 51695);

Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional
pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama milik Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 81);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
21 Tahun 2011 (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara
Tahun 2011 Nomor 310) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 (Berita
Negara Tahun 2012 Nomor 540);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2014 tentang
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual
(Berita Negara Tahun 2013 Nomor 1425);

Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 15 Tahun 2007
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2007 Nomor 9/E)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah
Nomor 4 Tahun 2014, Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor

2/E;
Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2016 Nomor
1/D);

Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah
Kabupaten Bangkalan Tahun 2014 Nomor 20/E) sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun
2016, Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 23/E;
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Menetapkan :

Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 41 Tahun 2014 tentang
Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2014 Nomor 25/ E);
Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 38 tahun 2017 tentang
Ketentuan Batas Jumlah Pengajuan Ketentuan Batas Jumlah
Pengajuan SPP Uang Persediaan (SPP-UP) dan SPP Ganti Uang
Persediaan (SPP-GU) (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan
Tahun 2017 Nomor 30/E).

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI BANGKALAN NOMOR 38 TAHUN 2017 TENTANG
KETENTUAN BATAS JUMLAH PENGAJUAN SPP UANG
PERSEDIAAN (SPP-UP) DAN SPP GANTI UANG PERSEDIAAN
(SPP-GU).

Pasal 1

ketentuan Pasal 5 dalam Peraturan Bupati Bangkalan Nomor
38 Tahun 2017 tentang Ketentuan Batas Jumlah Pengajuan
Ketentuan Batas Jumlah Pengajuan SPP Uang Persediaan
(SPP-UP) dan SPP Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) (Berita
Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2017 Nomor 30/E),
diubah sehingga berbunyi sebagai berikut -

Pasal 5

(1) Pengajuan SPP-GU dilakukan apabila telah
mempertanggung-jawabkan sebagian atau seluruh Uang
Pesediaan {UP) atau Ganti Uang Persediaan {GU) sebelumnya
yang diterima.

(2) Pengajuan SPP-GU dilakukan sebesar jumlah Uang
Persediaan (UP) atau Ganti Uang Persediaan (GU) sebelumnya
yang dipertanggungjawabkan.




Pasal I1

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Bangkalan.

Ditetapkan di Bangkalan
ada tanggal 18 FEB 2019

Diundangkan di Bangkalan
pada tanggal 1 § FFB 7019

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2019
NOMOR 1/&



